WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan menginformasikan
laporan penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kepada
Masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampir1 laporan Kkeuangan vyang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahab
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang ...




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa
Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Il

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

12. Peraturan ...




; 12, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ...




Daerah Tahun Anggaran 2024,

25. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor
1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025),

26. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 9),

27.Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan

WALIKOTA LANGSA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN

ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan
keuangan memuat:
a. laporan Realisasi Anggaran;
b. neraca;
c. laporan Arus Kas;
d. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
e. laporan Operasional;
f. laporan Ekuitas; dan
g, catatan Atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

B P DR DRRIN i sssiiiiiiinseiiNpavisessenis Rp.967.363.721.725,15
o B 201 T 1) [ R e Sl S A S STy P Rp.847.801.566.034,46
G TTANBIEE i il it v Rp.108.869.497.971,00
Surplus/DeliSIt .. .ooceiiicTrvassoersvaasvoas Rp. 10.692.657.719,69

d. Pembiayaan ...................
= PENCIIMARAN i .iciii s iitvecns Soas vos sabdtgoess Rp. 28.187.319.562,36
» PEDRCIVATAN i it sicis craresnsisnasonrines Rp. 434.000.000,00
Pembiayaan: NEthOiicisvissasasassnsesscnss Rp. 27.753.319.562,36
e. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan (Silpa Tahun
Angearan 2029): . iriwiiiitsvesixssonsesqsoses Rp. 38.445.977.282,05

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai bernikut :

1. Selisih ...




. Belisth anggnran dengan realisasi pendapatan  sejumish
Rp (20 644 038 213.15) dengan rincian sebagat berikul
A, Anggaran pendapatan setelah
Perubahan Rp Q46 719 H83 51 2.(0)
b. Realisasi Rp. 967,363,721.725,19
Selisth lebih/(kurang) Rp. (20.644 038.213,15)

2. Selisih  anggaran dengan  realisasi  belanja  sejumiah
Rp.17.648.152.939 90 dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaran belanja setelah
Perubahan Rp. 865.449.718.974 .36
b. Realisasi Rp, 847.801.566.034.460
Selisih lebih /(kurang) Rp. 17.648.152.939,90

3. Selisih  anggaran dengan realisasi transfer sejumlah

Rp.153.786.129,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 109.023.284.100,00
b. Realisasi Rp. 108.869.497.,971,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 153.786.129,00

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.(38.445.977.282,05) dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah

perubahan Rp. (27.753.319.562,36)
b. Realisasi Rp. 10.692.657.719,69

Selisih lebih/(kurang) Rp. (38.445.977.282,05)

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 28.187.319.562,36
b. Realisasi Rp. 28.187.319.562,36
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 434.000,00
b. Realisasi Rp. 434.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto

setelah Perubahan Rp. 27.753.319.562,36
b. Realisasi Rp. 27.753.319.562.36
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.264.823.069.317,58
b. Jumlah kewajiban Rp. 73.994.734.340,75
c. Jumlah ekuitas Rp. 2.190.828.334.976,83

Pasal S ...




Paant 4

Lapewan arve kas sehagnimanag dirmmkasod dalam Pasal | huraf ¢
umtuk falhum yvang berakhir sampel dengnn 11 Deaember Tahoan
JO28 srtmpnt erikgt

A R[Ralhn kae awnal per | Januar] 2023 Rp R IN7 319 562 3%
D A kas herath dart aktivitas

PETA Rp. 103 29367307061
. A kat bereth dart aktivitas

Investas Rp. 3045015 350,92
A Arus kas beraih dart aktivitas

pendanaan Rp. 0,00
¢ Arus kas bersih dari aktivitas

Transitoris Rp 0,00
[. Saklo kas akhir

per 31 Desember 2024 Rp. J8.445977 282,05

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Per 31 Desember 2024 sebagni
berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 28.187.319.562,36
b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan Rp. 28.187.319.562,36
¢. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp. 38.445.977.282,05
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 38.445.977.282,05
Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional:

a. Pendapatan Rp. 915.961.357.354,09
b. Beban Rp. 943.970.600.663,34

Surplus/Defisit dari Operasi  Rp. (28.009.243.309,25)

2. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa Rp. 0,00

Pos Luar Biasa Rp. 0,00

3. Surplus Defisit- LO Rp. (28.009.243.309,25)
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp. 1.915.651.772.801,08

b. Surplus/Defisit-LO Rp. (28.009.243.309,25)
c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 303.185.805.485,00
d. Ekuitas Akhir Rp. 2.190.828,334.976,83

Pasal 9 ...




Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik
secara  kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
kKeuangan.,

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

a.

Lampiran |

Lampiran L1

. Lampiran X

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri

atas,
Ringkasan LRA menurut

pemerintahan daerah dan organisasi;

urusari

Lampiran 1.2 Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan,

Lampiran 1.3 Rincian APBK menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaaan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran Il Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III Laporan Operasional;

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V Neraca;

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan.

h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruks:i Dalam
Pekerjaan;

o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Dalftar sub kegiatan yang belum diselesaikan
sampail akhir tahun anggaran 2024 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri
atas;

Lampiran XX.1: Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah:
Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan

laba/rugl)) Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah.

Pasal 11 ...




- e — -

Pasal ||

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

| avat (2) terdint dan

a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran XXI Qanun ini; dan

b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/
perusahaan daerah dalam lampiran XX Qanun N1,

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 13
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2025 M
19 Rabiul Awal 1447 H

Q‘ AALIKOTA LANGSA, ?

SENTANA S PUTRA

JEF]

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2025 M
19 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SUHA |

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 11

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (11/83/2025)




